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PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP SANKSI ADAT

DITINGGIAN JANJANG DI MINANGKABAU

Leo Dwi CahyonoUIN Imam Bonjol Padang, Indonesialeodwi@uinib.ac.id
ABSTRACT Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penetapan sanksi adat yang tegas terhadap suatupelanggaran yang menyinggung salah satu norma yang terdapat dalam undang-undang nan duopuluah. Sanksi adat ini dijatuhkan kepada seorang yang memakai gelar adat dan kaumnyadengan cara ditinggaan sapanjang adat oleh nagari dan berlaku turun temurun. Melihatfenomena yang terjadi di dalam masyarakat ini, penulis tertarik menelitinya. Rumusan masalahdalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan sanksi adat ditinggian janjang dalampandangan hukum Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Datadikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Penulis menganalisis datatersebut melalui interpretasi kualitatif, diolah dan dianalisis melalui proses, yaitu tahapanediting dengan memeriksa kejelasan dan relevansi, keragaman satuan data. Tahapanpenyederhanaan yaitu mengklarifikasikan data yang didapat. Berdasarkan hasil penelitian yangdilakukan, dapat disimpulkan bahwa sanksi adat ditinggian janjang termasuk dalam adatsalingka nagari. Sanksi adat ini merupakan bentuk sanksi administratif adat terhadap suatukaum karena pemimpin kaum yang bersifat bana ndak amuah sampai, paham ndak amuahsaukua, utang ndak amuah mambayia, piutang ndak amuah manarimo, balari ndak ragu dikaja.Karena pelaksanaan dan penetapannya tidak ada bersinggungan dengan syara’, maka saksi initermasuk ke dalam ‘urf shahih.
KEYWORDS Hukum Islam, Sanksi Adat, Ditinggian Janjang.

Di Minangkabau adat dan syarak tidakbertikai tetapi sejalan. Adat basandi syaraksyarak basandi kitabullah, syarak mangato adatnan mamakai harus menjadi tolak ukur dalamkehidupan adat di Minangkabau. Ada istilahsyarak batilanjang artinya tidak ada tawarmenawar dalam menyatakan yang salah danbenar. Adat basisampiang artinya diberi bajuoleh syarak dan curahnya ada dalam adat, caramengatakan sesuatu yang benar atau salahagar tidak lepas kontrol .Adat merupakan kebiasaan masyarakat dankelompok masyarakat yang lambat launmenjadikan kebiasaan itu sebagai adat yangberlaku bagi semua anggota masyarakat dengandilengkapi aturan yang berlaku berupa sanksiadat.  Aturan adat dalam suatu nagari berbedadengan aturan adat nagari lain, sesuai denganistilah adat salingka nagari. Seperti aturan adatdi Minangkabau mengenai sanksi adat ditinggian

janjang yang tidak ditemui di nagari lain. Kata
ditinggian berarti perangai pemilik rumah yang
tinggi pado langik, gadang pado bumi, utang
ndak namuah mambayia, piutang ndak namuah
manarimo dan Janjang berarti jenjang untuknaik ke rumah si pemilik rumah (Dt. Tiko, 2020).Jadi ditinggian janjang bermakna sebagaisanksi yang diberikan kepada seorang yangmemakai gelar adat atau kaum yang melanggarsuatu aturan adat yang kemudian dijatuhi sanksinamun menolak untuk membayarkan sanksi atasperbuatannya. Bentuk sanksi yang dijatuhkanadalah dengan cara ditinggalkan dalam segalamacam urusan adat oleh nagari kecuali dalamurusan agama. Istilah lain dari sanksi adat iniadalah ditinggaan sapanjang adat (Dt. Muncak,2020).Sanksi adat ditinggian janjang ini dapatberlaku bila ada perbuatan seseorang yangmemakai gelar adat atau kaum tertentu yangbertentangan dengan undang-undang nan duo
puluah. Bila ada salah satu diantara isi undang-
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undang tersebut yang dilanggar, maka sanksi iniberlaku ini terhadap orang yang melanggartersebut. Syarat sanksi ini dapat ditetapkanadalah adanya pihak yang melanggar aturan dantidak menerima putusan yang dibuat oleh
nagari. Kiasan yang diberikan terhadap sanksiini adalah kareh dari batu, tinggi dari langik,
dalam dari lauik, laweh dari bumi.Sanksi adat ditinggian janjang ini berlakuturun temurun. Jika seseorang dikenakan sanksiini, maka keturunannya otomatis jugaditinggalkan oleh nagari. Jika gelar seorang
datuak yang dikenakan sanksi tersebut, makapenerima gelar datuak selanjutnya juga akandikenakan sanksi tersebut atau gelar tersebutdihapuskan dalam sistem adat di suatu Nagari.Jika suatu kaum atau suku yang dikenakakansanksi tersebut, maka suku atau kaum tersebutjuga ditinggalkan oleh nagari.Dalam urusan adat di Minangkabaupenghulu bertanggung jawab terhadapkekuasaan kenagarian dan menjaga anakkemenakannya berlaku menurut nan sapanjangadat. Penghulu juga bertanggung jawab tentangkeselamatan dan ketentraman di dalamparuiknya dan pelindung kepentingan keluargaserta memberi kata putus yang adil  terhadapperselisihan diantara anak kemenakannya ataumemberi hukuman yang adil terhadap anakkemenakannya yang ingkar melanggar hukumadat (Abidin 2016, 32).Konflik merupakan salah satu gejala sosialyang akan selalu terjadi dalam kehidupanmanusia. Konflik bisa terjadi antara individudengan individu, kelompok dengan individuatau individu dengan kelompok. Konflik itusendiri merupakan proses pencapaian tujuandengan cara melemahkan pihak lawan tanpamemperhatikan norma dan perilaku. Konflikjuga berarti proses menyangkut usaha suatukelompok tertentu untuk menghancurkankelompok lain seperti konflik kelas (Fajri danAbidin 2015, 17).Konflik juga merupakan salah satu bentukinteraksi sosial. Bentuk interaksi sosial dapatberupa kerjasama (cooperation), persaingan(competition), dan pertentangan (conflict)(Soemarjan dan Soemardi 1974, 177). Konflikjuga dimaknai sebagai masalah sosial yang

timbul karena adanya perbedaan pandanganyang ada pada masyarakat. Konflik menjadiekspresi heterogenitas kepentingan, nilai, dankeyakinan yang ada sebagai formasi yangditimbulkan oleh perubahan sosial (Fajri danAbidin 2015, 18). Di sisi lain konflik berartihubungan dua pihak atau lebih, individu ataukelompok yang memiliki kepentingan-kepentingan yang tidak sejalan (Abu Bakar danBamualim 2006, 17).Sanksi adat ditinggian janjang pada dasarnyamerupakan bentuk sanksi dari masyaratakat danadat terhadap pelaku yang melakukanpelanggaran. Tidak jarang pula sanksi inimenjadi penyebeb konflik di tengah masyarakatkarena kaum yang dikenakan sanksiditinggalkan oleh nagari dalam hal baik maupunburuk yang menimpa kaum tersebut. Kecualidalam urusan agama, nagari masih ikut sertamembantu kaum tersebut.Dalam penyelesaian konflik, negaraIndonesia memiliki aturan tertulis yang termuatdalam kitab Undang-Undang hukum pidana danperdata, namun tidak semua konflik dapatdiselesaikan dengan hukum tertulis yangberlaku tersebut. Perkembangan teknologi yangsemakin canggih tidak mengurangi efektifitasdari berlakunya hukum atau aturan tidak tertulisseperti hukum adat, sehingga sebelumpenyelesaian konflik diserahkan kepada negara,hukum adat muncul sebagai media yangbertugas menyelesaikan konflik yang terjadi dimasyarakat terutama di wilayah adat itu sendiri.Dalam bukunya “Meninjau Hukum Adat
Indonesia” (Hal. 54), Prof. Dr. Mr. Soekantomenyatakan jika pertanyaan hukum apakahkebenaran bagian terbesar dalam hukum adatIndonesia, maka jawabannya adalah hukum adatmelayu polinesia yang asli dengan disana sinisebagai bagian kecil adalah hukum agama (Tolib2009, 45-46).Prof. Djojodigoeno, S.H. dalam bukunya“Asas-Asas Hukum Adat” (hal 8) menyatakanbahwa inti sari hukum adat Indonesia dapatditegaskan bahwa pokok pangkal hukum adatIndonesia adalah ugeran-ugeran yangdisimpulkan dari sumber tersebut (kekuasaanpemerintah negara atau salah satu sendinya dankekuasaan masyarakat sendiri) dan timbul
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langsung sebagai pernyataan kebudayaanIndonesia asli. Unsur lain yang tidak begitu besarartinya atau pengaruhnya adalah unsurkeagamaan teristimewa unsur yang dibawaagama Islam, Hindu, Budha, dan Kristenpun adajuga (Tolib 2009, 46).Dasar perundang - undangan berlakunyahukum adat sebagai hukum tidak tertulis adalah:a. Dekrit presiden 5 Juli 1959.b. Undang-undang dasar 1945, pasal 24.c. Undang-undang no. 14 tahun 1970(undang-undang tentang pokok-pokokkekuasaan kehakiman)Undang-undang di atas menunjukkan bahwahukum adat diangkat dan menjadi jiwa hukumnasional kemudian dicantumkan dalam UUD1945. Dengan demikian hukum nasional berlakuuntuk seluruh rakyat Indonesia bukan hanyadijiwai kepentingan benda semata seperti halnyahukum barat, tapi juga dijiwai oleh ajaran-ajaranKetuhanan Yang Maha Esa.Secara umum, adat adalah norma danbudaya. Secara hukum berarti pedoman danpatokan dalam bertingkah laku, bersikap,berbicara, bergaul, berpakaian, dan lain-lain.Bagi Umat Islam adat bisa menjadi sumberhukum dengan 3 syarat:a. Tidak berlawanan dengan al-Qur’an danSunnah.b. Sebagai kebiasaan terus menerus yangberlaku dalam masyarakat.c. Menjadi kebiasaan masyarakat padaumumnya.Dasar hukum mengenai hukum adatterdapat dalam al-Qur’an surat Al A’raf Ayat 199dan hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbasyang artinya “Apa yang dipandang baik olehumat Islam maka pada sisi Allah juga baik”.Didukung pula oleh kaidah yang berbunyi Al
‘Addatu Muhakkamah artinya kebiasaan bisadijadikan sebagai hukum. Hukum adalahpelembagaan secara tertulis dari segala macamadat yang ditaati oleh semua anggotamasyarakat yang menyeleweng dapat dihukumdengan hukuman penjara, denda atau hukumanmati.Dari keterangan yang penulis paparkan diatas muncul pertanyaan tentang bagaimana

tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaansanksi adat ditinggian janjang di Minangkabau.Berdasarkan permasalahan tersebut makapenulis melakukan penelitian yang berjudul“PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP SANKSI
ADAT DITINGGIAN JANJANG DI MINANGKABAU”

Penelitian ini sangat penting untukdilakukan karena saat ini hukum pidana diIndonesia mulai mengarah pada norma adat danagama, tidak lagi mengacu kepada hukum barat.Banyaknya sanksi adat yang ada diMinangkabau, salah satunya sanksi adat
ditinggian janjang di Minangkabau. Adat salingka
nagari setiap daerah berbeda, dengan adanyapenelitian mengenai sanksi adat ditinggian
janjang diharapkan sanksi ini dikenal secaraumum dan bisa diketahui bagaimana tinjauanHukum Islam terhadap sanksi adat ditinggian
janjang.Metode dalam penelitian ini adalahpenelitian lapangan (fiel research) yaitupenelitian dilakukan langsung pada tempattertentu dengan menggunakan metodependekatan kualitatif. Penelitian kualitatifmerupakan metode penelitian yang digunakandalam mengungkapkan permasalahankehidupan kerja organisasi pemerintah, swasta,kemasyarakatan, kepemudaan, perempuan,olahraga, seni dan budaya, sehingga dijadikansuatu kebijakan untuk dilaksanakan demikesejahteraan bersama (Gunawan 2014, 80).Dengan Sumber Data Primer yang akandiperoleh dengan wawancara. Sumber dataprimer penelitian ini adalah pihak pihak yangberkaitan dengan objek penelitian yaitu pelakuyang dikenai sanksi adat ditinggian janjang,penghulu Nagari masyarakat Minangkabau.Sedangkan Sumber Data Sekunder Yaitusumber tertulis ataupun sumber lain yang akanberhubungan dengan topik karya ilmiah ini. Datasekunder terdiri atas buku-buku hukum pidanaislam, fiqh jinayah, jurnal hukum dan ilmiahserta hukum adat Indonesia. Dengan TeknikPengumpulan data mekakai Pendekatankualitatif kemudian dianalisis data tersebut.
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I.Sanksi Adat Ditingian JanjangKata adat berasal dari bahasa arab yangsecara etimologis berarti kebiasaan yang berlakuberulang kali. Dalam Bahasa Indonesia kata adatbiasa disandingkan dengan kata istiadat yangjuga berasal dari bahasa Arab dengan arti suatuyang dibiasakan. Rangkaian kedua kata tersebutdalam pengertian adat Minangkabau berartiperaturan yang mengatur cara pergaulan antaramasyarakat dengan perorangan serta pergaulanantara perorangan dan sesamanya (Syarifuddin1984, 140). Kata adat itu disampingdipergunakan untuk hal yang baik, jugadipergunakan untuk suatu yang harus dijauhioleh seseorang.Kata buek dipakai untuk peraturan yanglebih sempit lingkungannya seperti kata nagari
bapaga undang, kampuang bapaga buek. Kata
undang atau undang-undang dipergunakandalam pengertian yang lebih khusus dalammengatur tata cara kehidupan seperti undang-undang nagari, undang-undang isi nagari,undang-undang luhak dan rantau. Kadang-kadang kata undang dipadu dengan kata adatmenjadi undang-undang adat (Syarifuddin 1984,140). Kata kelakuan dipergunakan dengan artiadat seperti kelakuan orang dalam berusaha dankerja yang menjadi adat. Terdapat kata kelakuandikaitkan dengan kata perangai seperti hormat,tertib dan sopan (Syarifuddin 1984, 140). Bilaadat kebiasaan disandarkan kepada sifatseseorang, maka dipergunakan untuk martabat,seperti martabat yang patut dipakai peghulu.Sedangkan kata hukum sendiri dipergunakanuntuk maksud proses penyelesaian hukum.Peraturan yang diibaratkan dengan berbagainama tersebut diikuti dan disampaikan secaratidak tertulis secara turun temurun dari generasike generasi melalui tingkah laku paraanggotanya. Disamping disampaikan melaluitingkah laku, juga dilanjutkan dengan carapetatah petitih yang dipelihara secara lisan dandapat ditemukan sampai sekarang. Di dalampepatah adat terdapat ucapan tentang sifat adatMinangkabau yaitu ndak lapuak dek hujan, ndak
lakang dek paneh, dialiah ndak kalayua, dicabuik
ndak ka mati. Pepatah ini menunjukkan

kekuatan yang langgeng, tidak akan mengalamipengaruh dari luar. Disamping itu terdapat pulapepatah sakali aia gadang, sakali tapian baraliahyang mengandung arti bahwa adat dapatmengalami perubahan. Bila terjadi suatuperubahan besar yang diibaratkan dengan airbesar atau banjir yang menggeser tepian. Hal iniberarti bahwa adat Minangkabau dapatmenyesuaikan diri dengan perubahan yangterjadi (Syarifuddin 1984, 146).Adat yang sebenarnya adat yaitu ketentuanyang berlaku dalam alam menurut kodrat Ilahidan adat yang diadatkan yang dirumuskanberdasarkan kepada adat yang sebenarnya adatitu, termasuk kedalam adat yang tidakmengalami perubahan, sebagaimana tidakberubahnya kodrat Ilahi dan azalinya wahyuAllah. Untuk adat seperti ini berlakulah pepatahadat ndak lapuak dek hujan dan ndak lakang dek
paneh. Adat yang beginilah yang tidak akanbertentangan dengan ajaran agama, karenadidasarkan kepada ayat-ayat Allah yangterdapat dalam alam. Adat yang tidak akanmengalami perubahan itu diibaratkan ucapanadat basimpua mati dengan arti disampingmengikat kuat, simpulnyapun tidak akan dapatdibuka oleh siapapun. Sekali sudah terikat akanterikat seperti itu selamanya.Adapun adat yang dapat mengalamiperubahan sebagaimana diibaratkan denganucapan sakali aia gadang, sakali tapian barubahialah adat yang teradat dan adat istiadat karenakeduanya dirumuskan oleh niniak mamak sesuaidengan tempat dan keadaan tertentu. Dalampelaksanaannya, adat seperti ini dapat berbedaantara nagari yang satu dengan yang lainnya,seperti kata adat cupak sapanjang batuang dan
adat sapanjang nagari. Karena sifatnya yangtidak tertulis dapat menyesuaikan dirinyadengan perkembangan masyarakat. Adat yangdapat mengalami perubahan itu disebut adat
basimpua sentak yang memiliki arti kuat dandapat mengikat, bagi yang mengetahuinyamudah membuka simpul itu.Kata ditinggian berarti perangai pemilikrumah yang tinggi pado langik, gadang pado
bumi, utang ndak namuah mambayia, piutang
ndak namuah manarimo. dan Janjang berarti
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jenjang untuk naik ke rumah si pemilik rumah(Dt. Tiko 2020).Jadi ditinggian janjang bermakna sebagaisanksi yang diberikan kepada seorang yangmemakai gelar adat atau kaum yang melanggarsuatu aturan adat yang kemudian dijatuhi sanksinamun menolak untuk membayarkan sanksi atasperbuatannya. Bentuk sanksi yang dijatuhkanadalah dengan cara ditinggalkan dalam segalamacam urusan adat oleh nagari kecuali dalamurusan agama. Istilah lain dari sanksi adat iniadalah ditinggaan sapanjang adat (Dt. Muncak2020).Sanksi adat ditinggian janjang diMinangkabau ada setelah musyawarah paraniniak mamak, alim ulama dan pemerintahnagari dahulu namun tidak dijadikan sebagaiaturan tertulis dalam peraturan nagari.Meskipun tidak tertulis, sanksi ditinggian
janjang ini diakui dan dilaksanakan oleh nagarisebagai bentuk adat salingka nagari. Sanksi adattersebut ada karena terjadinya perbuatan yangdipandang tidak pantas dalam adat dan normaagama. Sanksi adat ini ada sejak nagari tersebutmasih menjadi sebuah desa. Awalnya sanksi iniditetapkan oleh niniak mamak upuak nagari atau
nagari saungguak (jorong), kemudian ditetapkanoleh KAN (Yanti 2020).Berdasarkan wawancara penulis denganbeberapa warga dan tokoh adat. Menurutnyapembuktian suatu kesalahan atau perbuatanyang melanggar norma-norma adat yangdikenakan sanksi adat ditingian janjang adalahdengan adanya pengaduan dari masyarakatkepada mamak atau pengulu dari kamanakanatau anggota kaumnya yang melakukanpelanggaran terhadap aturan dan norma adat.Jika kamanakan atau anggota kaum dari pangulutersebut terbukti bersalah dan tidak mengakuikesalahan, maka pengulu dan kaumnya tersebutakan dijatuhi sanksi ditinggian janjang sampaikaum tersebut membayar denda yang telahditetapkan oleh KAN.Menurut salah seorang  Dt. Muncak Sinaro diAceh, ia mengatakan setiap perkara adat terjadikarena adanya pengaduan dari seseorang ataukelompok di suatu pertemuan atau agenda
duduak basamo di tangah rumah terhadap

pangulu dari orang yang diadukan karenamelakukan pelanggaran terhadap undang-undang adat. Undang-undang adat tersebutadalah undang undang nan 20 sertapembagiannya undang undangn nan 12 dan
undang undang nan salapan. Karena salah satuaturan tersebut dilanggar, dan terbukti makadiselesaikan terlebih dahulu dengan niniakmamak dari orang yang bersangkutan dandijatuhi sanksi. Jika yang bersangkutan tidakmengakui dan tidak melaksanakan sanksi yangdiberikan maka permasalahan tersebutdiserahkan kepada niniak mamak nagarisaungguak. Jika tetap tidak menemui titikterang, maka penyelesaian masalah diserahkankepada KAN. Ketika KAN sudah memberikanpenyelesaian masalah dan salah satu pihak tidakmenerima hasilnya, maka pihat tersebutdikenakan sanksi adat ditinggian janjang (Dt.Muncak 2020).Ketiga, menurut salah seorang yangmerupakan sekretaris nagari sejak tahun 2007.Menurutnya aturan adat di nagari padang tarokbersifat mengikat seluruh individu maupunkelompok yang ada di dalamnya. Meskipunsanksi adat tidak tertulis dalam peraturannagari, tetapi sanksi tersebut masihdilaksanakan turun temurun dari dahulu.Meskipun ada adat-adat yang telah hilang akibatperkembangan zaman, namun sanksi adat di
tinggian janjang di MInangkabau masih tetapdilaksanakan. Inilah ketentuan adat salingka
nagari. Setiap nagari di daerah Minangkabaumemiliki adat dan sanksi masing-masing sesuainorma dan pandangan mereka terhadap undang-
undang nan 20. Inti dari sanksi adat di tinggian
janjang ini adalah adanya perbuatan melanggaraturan dan norma adat namun tudak mengakuiperbuatannya tersebut, kemudian disampaikanketika ada pertemuan atau musyawarahbersama niniak mamak nagari. Jika terbuktibersalah dan tidak mengakui kesalahan, makasanksi akan diberikan kepada orang atau kaumtersebut.Berdasarkan penelitian yang penulislakukan, sanksi adat ditinggian janjang diMinangkabau adalah:
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Suatu pelanggaran terhadap norma danaturan adat yang tertera di dalam undang-
undang nan 20 yang kemudian jika ditafsirkandibagi menjadi undang undang nan 12 untukkamanakan dan undang undang nan salapanuntuk mamak. Jika salah satu aturan dan normayang ada dalam undang-undang adat tersebutdilanggar oleh pangulu, anak, kamanakan atausuatu kaum dan tidak mengakui kesalahannyakemudian diadukan kepada niniak mamakketika duduk bersama di tangah rumah danterbukti melakukan kesalahan, maka pangulukaum tersebut harus membayar denda. Jikapenghulu tersebut tidak mengakui kesalahanyang diperbuatnya atau kaumnya, makapermasalahan akan dibawa kepada niniak
mamak nagari saungguak atau jorong. Jika dalampertemuan ninak mamak nagari saungguakmasih belum menemui titik terang, makapermasalahn akan diajukan kepada KAN. Ketikaputusan telah ditetapkan oleh KAN, makaputusan harus dipatuhi menurut adat. Jika yangbersalah menolak putusan KAN tersebut, makasanksi ini akan jatuh kepada kaum tersebutsampai denda yang telah disepakati dibayarkanoleh kaum yang dijatuhi sanksi tersebut. Secaraadat kaum tersebut akan disisihkan oleh nagari,tetapi dalam kegiatan keagamaan kaum tersebutmasih tetap dibantu.Sanksi adat ditinggian janjang ini dapatberlaku bila ada perbuatan seseorang yangmemakai gelar adat atau kaum tertentu yangbertentangan dengan undang undang nan duo
puluah. Bila ada salah satu diantara isi undang-undang tersebut yang dilanggar, maka sanksi iniberlaku terhadap orang yang melanggartersebut. Syarat sanksi ini dapat ditetapkanadalah adanya pihak yang melanggar aturan dantidak menerima putusan yang dibuat oleh
nagari. Kiasan yang diberikan terhadap sanksiini adalah kareh dari batu, tinggi dari langik,
dalam dari lauik, laweh dari bumi (Dt. Sati).Lebih tepatnya, penyebab sanksi adat
ditinggian janjang dijatuhkan berdasarkanwawancara penulis dengan Dt. Tiko Basa adalah:“Dalam penyelesaian masalah, datuak daripihak yang bersalah bersifat bana ndak amuah
sapai, paham ndak amuah saukua, utang ndak

amuah mambayia, piutang ndak amuah
manarimo, balari ndak ragu dikaja”.Sanksi adat ini dijatuhkan akibat datuakpihak yang bersalah tidak mau membayarkandenda atas kesalahan yang diperbuat olehkamanakan dan kaumnya. Karena hal ini,kerapatan adat nagari (KAN) menjatuhkansanksi adat ditinggian janjang kepada kaum daridatuak tersebut sebagai bentuk sanksiadministratif. Dengan kata lain, kaum tersebut
ditinggaan sapanjang adat, dimana niniakmamak nagari tidak ikut campur dalam urusankaum tersebut termasuk kabar baik atau kabarburuk yang bersangkutan dengan adat. Namundemikian, nagari tidak meninggalkan kaumtersebut dalam urusan agama.Nagari di ranah Minang memiliki aturan adatatau adat salingka nagari masing-masing, satunagari berbeda aturan adatnya dengan nagariyang lain. Meskipun memiliki aturan adat dansanki yang berbeda, dasar penetapan hukumadat tetap mengacu pada aturan adat yangtercantum dalam undang-undang adat. Adat
salingka nagari di Minangkabau mengacu padaaturan yang terdapat dalam undang undang nan
20 yang merupakan rujukan normatif sistemperadilan “pidana” dan “acara pidana”. Undang
undang nan 20 terdiri atas undang undang nan
salapan (cemo bakaadaan)1 dan undang undang
nan 12 (tuduh nan bakatunggangan)2.

Undang undang nan salapan terdiri daridelapan pasal dengan kategori kejahatan,disebut juga cemo nan bakaadaan (cemarberdasarkan pada keadaan tertentu). Undang
undang nan salapan mencantumkan jeniskejahatan. Setiap pasal mengandung dua macamkejahatan yang sifatnya sama tapi kadarnyaberbeda, urutannya adalah:

Tikam bunuh-padang badarah
Upeh racun-batabuang sayak
Samun saka-tagak dibateh
Sia baka-sabatang suluah
Maliang curi-taluang dindiang
Dago dagi-mambari malu

1 Undang-undang yang dua belas terbagi dua, yaitu
undang-undang yang enam dahulu (cemo) dsebut
“karinah” yang berarti pembuktian kejahatan hanya
didasarkan pada suatu tanda yang mencurigakan.
2 Undang-undang yang enam kemudian (tuduh) disebut
hukum “bainah” yang berarti pembuktian kejahatan
berdasarkan keterangan
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Kicuah kicang-budi marangkak
Sumbang salah-laku parangai
Undang undang nan duo puluah sertapembagiannya tersebut merupakan syaratpelaksanaan penerapan sanksi adat di seluruhnagari di wilayah Minangkabau, termasukpenerapan sanksi adat ditinggian janjang. Sanksiadat ditinggian janjang terjadi karena adanyapelanggaran (tasingguang) terhadap salah satudiantara pasal-pasal yang terdapat dalam

Undang undang nan duo puluah. Dalam istilahadat, ditinggian janjang terjadi karena kusuik
indak bisa disalasaikan, karuah indak bisa
dijaniahkan. Maksudnya, suatu masalah yangditimbulkan seseorang atau kaum telah dijatuhihukuman namun mereka tidak mengakuinya,maka hal ini diangkat dan dicaripenyelesaiannya mulai dari penyelesaian secaramediasi, kekeluargaan, sampai kepada lembagaperadilan tertinggi di nagari yaitu KAN. Ketikasudah sampai di KAN namun masih belum bisadiselesaikan karena orang yang melakukankesalahan tidak mengakui kesalahannya dantetap merasa benar, maka sanksi adat ditinggian
janjang diberikan kepadanya (Dt. Tiko 2020).Menurut Dt. Muncak, undang undang nan
duo puluah adalah landasan dari setiap sanksidan penerapannya dalam kehidupan masyarakatminangkabau. Hanya saja yang membedakannyaadalah kebijakan dan adat istiadat yang berlakudi setiap nagari, atau dibesut adat salingka
nagari. Menurutnya, undang undang nan duo
puluah tersebut dibagi menjadi undang undang
nan duo baleh diperuntukan sebagai aturan bagi
kamanakan dan undang undang nan salapansebagai aturan untuk mamak. Sanksi adat
ditinggian janjang terjadi jika dalam suatu
duduak basamo atau berkumpul niniak mamakdalam suatu perkumpulan besar, mengangkatsuatu permasalahan dari kamanakan atau salahsatu niniak mamak yang perbuatannyamenyinggung salah satu dari bagian undang
undang nan duo puluah. Karena yang terkaittidak mengakui dan menerima hukuman yangdiberikan, maka permasalahan tersebutdirundingkan kembali bersama niniak mamakdalam duduak basamo tersebut.Pepatah adat Minangkabau mengatakan
kamanakan barajo ka mamak, mamak barajo ka

pangulu, pangulu barajo ka mufakat, mufakat
barajo ka nan bana, nan bana hanyo milik satu.Dalam hirarki penyelesaiannya dimulai darimamak terhadap orang yang bersangkutan yangdiduga melakukan perbuatan yang
manyingguang salah satu isi undang undang nan
duo puluah. Jika mamak tidak bisamenyelesaikannya karena yang bersangkutantidak mengakui kesalahannya, makapenyelesaian dilanjutkan pada pertemuan
saparuik atau keluarga. Jika masih belummengakui kesalahannya, dilanjutkan pada niniakmamak upuak nagari atau nagari saungguak(jorong). Dalam tahap ini, sanksi adat ditinggian
janjang sudah dijatuhkan terhadap kaumtersebut, sehingga disebut dalam istilah adat
ndak sacangkia minum, ndak sajamba makan jo
nagari. Jika dalam tingkat ini masih belum bisadiselesaikan, baru permasalah ini diangkat padamahkamah pengadilan adat yaitu KAN ataunagari (Dt. Muncak 2020).Di beberapa Nagari dapat ditemui beberapakasus ditinggian janjang tersebut, seperti yangdiungkapkan oleh Datuak Muncak S.D.A. bahwasanksi adat ditinggian janjang ini mencakupsemua perbuatan yang minyinggung undang-undang adat yang penyelesaiannya telah dibawake kerapatan adat nagari namun yangbersangkutan tidak menerima keputusantersebut. Selain wawancara dengan DatuakMuncak S.D.A. penulis juga mewawancaraibeberapa pelaku yang terlibat dengan hukuman
ditinggian janjang di nagari untuk mencari tahuapakah benar pelaku melakukan suatupenentangan terhadap keputusan kerapatanadat nagari sehingga pelaku dijatuhi hukuman
ditinggian janjang. Berdasarkan hasilwawancara penulis dengan pelaku, terdapatbeberapa kasus penyebab dikenakannyahukuman ditinggian janjang yaitu:Pertama kasus zina yang terjadi di nigaritersebut. A dan I dari suku Piliang Baruahmenikah tampa berberita kepada nagari padatahun 2015. Di Nagari tiap pernikahan harusdiberitakan kepada pihak nagari agardirundingkan dengan pihak kerapatan adatnagari apakah pernikahan tersebut sah secaraagama dan adat atau tidak. Menurut sumber
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yang penulis wawancarai, A dan I terlibathubungan di luar nikah atau zina, sehinggapernikahan tersebut tidak dikabarkan padanagari. Perbuatan ini menyinggung salah satunorma dalam undang-undang nan duo puluahyaitu sumbang salah. Dikategorikan kepada salahkarena zina merupakan perbuatan yang dilarangdan diharamkan oleh Allah bagi umat Islam.Karena hal tersebut, datuak dari suku Piliangbaruah dipanggil untuk dimintai pertanggungjawabannya karena tidak memberitakan haltersebut kepada kerapatan adat nagari.Kerapatan adat nagari memberikan sanksi denda
saikua bantiang hitam, pinang sarenjeng, siriah
sagagang, singang ayam tatungkuik tatilantang.dan uang. Namun datuak dari suku PilangBaruah tersebut menolak membayarkan dendatersebut karena menurutnya kemenakannyatidak melakukan perbuatan zina. Sehinggakerapatan adat nagari menetapkan hukum
ditinggian janjang kepada suku Piliang Baruahtersebut (Dt. Muncak 2019).Kedua, suku Sikumbang Mancuangbersengketa dengan suku Caniago GobahMancuang karena orang dari suku SikumbangMancuang mencabut dan memindahkan lantaktanah (batas tanah) orang dari suku CaniagoGobah tahun 2017. Hal ini sampai ke kerapatanadat Nagari sehingga datuak dari sukuSikumbang Mancuang dan datuak dari sukuCaniago Gobah Mancuang tersebut dipanggi keBalai Nagari untuk menyelesaikan permasalahantersebut. Dalam hal ini undang-undang yang
tasingguang oleh orang suku SikumbangMancuang adalah maliang curi. Disini orang sukuSikumbang Mancuang mengambil tanah oranglain dengan cara memindahkan lantak tanahorang tersebut, sehingga hak si pemilik tanahberkurang. Kerapatan Adat Nagari (KAN)memberikan penyelesaian terhadappermasalahan itu, namun mereka menolakkeputusan dari kerapatan adat nagari tersebut.Karena penolakan tersebut, suku SikumbangMancuang dijatuhi sanksi ditinggian janjang(Hendri 2019).Ketiga, A seorang kamanakan dari datuaksuku Caniago Ladang Padoyok berkata-katakasar kepada datuak suku Koto Salasa karenaperbedaan pendapat pada tahun 2013. Pada

kasus ini, A menyinggung undang-undang adat
sumbang. Karena yang dilakukan A adalahperbuatan sumbang yang tidak pada tempatnyadan bersalah menurut pandangan banyak orang.Karena hal tersebut, permasalahannya sampaikepada kerapatan adat nagari dan diselesaikanoleh pihak kerapatan adat nagari denganmembayar denda seekor kerbau. Datuak darisuku Caniago Ladang Padoyok selaku datuakdari A, tidak mengakui bahwa A telah bersikap
sumbang dan menolak membayarkan denda,sehingga jatuhlah sanksi adat ditinggian janjangkepada kaum datuak suku Caniago LadangPadoyok (Anto 2019).Keempat, datuak dari Suku Sikumbang yangbergelar Dt. Sati Baantiang-antiang Ameh.Menyinggung beberapa aturan dalam undang-undang adat diantaranya sumbang, kicuah dan
dago. Disebut sumbang karena melakukansesuatu yang tidak pada tempatnya menurutpandangan orang banyak. Kicuah karenamelakukan penipuan yang merugikan orang laindan dago karena melakukan pengacauan dengandesas-desus sehingga terjadi kehebohan. Hal inidicermati oleh KAN dan didapati bahwa Dt. Sati
Baantiang-antiang Ameh tersebut merupakanmata-mata PKI. Karena hal itu, Dt. Sati
Baantiang-antiang Ameh dipaksa untukmembuka deta di kerapatan adat. Sampai saat inigelar pusaka tersebut masih talipek. (Yanti2019).Kriteria kesalahan dibedakan menjadikesalahan menurut adat, kesalahan menurutsyarak dan kesalahan menurut cupak. Kesalahanmenurut adat adalah salah makan, salah irik,
salah jua, salah hibah, salah kato dan salah
kurenah. Kesalahan menurut syarak atau agamaterdiri atas enam hal, yaitu mahantikan suruah
Allah jo Rasul, mangarajoan tagah Allah jo Rasul,
ria jo tamak, maupek jo takabua, kisik jo kianat,
manilangkai dalam iddah, dan nikah tak bawali(kesalahan disebabkan pernikahan siri karenasesuku, melanggar adat atau terpaksadikawinkan tanpa persetujuan orang tua atauwali) (Hasanuddin, 2019).Jenis kesalahan lain adalah pelanggaran ataslarangan cupak (takaran), yaitu ketentuan yangditetapkan berdasarkan pertimbangan yang
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logis, rasional dan memenuhi rasa serta asaskeadilan. Ada delapan ketentuan cupak, yakni:
Malayang ndak namuah mahantakan.
Hutang ndak namuah mambayia.
Salah ndak namuah dihukum.
Miang ndak namuah dikikih.
Kusuik ndak namuah disalasai.
Sasek ndak namuah suruik.
Babatulan ndak namuah bakalaluan.
Ndak namuah baiyo jo batido.

II. Pandangan Hukum Islam terhadap
Sanksi Adat Ditinggian JanjangAl-Quran dan literatur hukum islam tidakada menyebutkan kata hukum Islam sebagaisuatu istilah. Di dalam al-Quran hanyadisebutkan kata syari’ah, fiqh, hukum Allah danyang seakar dengannya. Istilah hukum islammerupakan terjemahan dari islamic law dalamliteratur barat (Rohidin 2016, 1).  Kata hukumsecara etimologi berasal dari bahasa arab –

یَحْكُمُ حَكَمَ  hakama-yahkumu dengan bentuk
mashdar-nya menjadi حُكُمًا hukuman. Dari kata
حَكَمَ  hakama tersebut muncul kata الَْحِكْمَةُ  al-
hikmah yang artinya kebijaksanaan. Maksudnyaadalah orang yang memahami hukum kemudianmengamalkannya dalam kehidupan sehari-harimaka dianggap sebagai orang yang bijaksana(Rohidin 2016, 2).Al-Fayumi dalam buku Zainudin Alimenyebutkan bahwa hukum bermaknamemutuskan, menetapkan dan menyelesaikansetiap permasalahan (Ali 2006, 1). MuhammadDaud Ali juga menyebutkan bahwa kata hukumtersebut juga bermakna norma, kaidah, ukuran,tolak ukur dan pedoman yang digunakan untukmenilai dan melihat tingkah laku manusiadengan lingkungan sekitarnya. Dalam kamus
Oxford yang dikutip oleh MuhammadMuslehuddin, hukum adalah “Sekumpulanaturan, baik berasal dari aturan formal maupunadat, yang diakui oleh masyarakat dan bangsatertentu dan mengikat bagi anggotanya (Rohidin2016, 2).Islam adalah bentuk mashdar dari kata -أسْلمََ 

اِسْلامًَا-یسُْلِمُ  / aslama-yuslimu-islaman yang artinya
نْقِیاَدُ  وَالطَّاعَةُ ألاِْ ketundukan dan kepatuhan. Bisajuga bermakna damai dan selamat. Namunkalimat asal lafadz islam berasal dari kata -یَسْلَمُ -

سَلِمَ وَسَلامََةً - سَلامًَا salima-yaslamu-salaman-wa
salamatan yang artinya selamat (dari bahaya)dan bebas (dari cacat) (Rohidin 2016, 2).Sebagaimana terdapat dalam al-Quran surah AliImran ayat 20:

       
            

           
       Artinya: “kemudian jika mereka mendebat kamu(tentang kebenaran Islam), makakatakanlah: “Aku menyerahkan dirikukepada Allah dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku”. Dankatakanlah kepada orang-orang yangtelah diberi al-Kitab dan orang-orangyang ummi: “Apakah kamu mau masukIslam?”. Jika mereka masuk Islam,sesungguhnya mereka telah mendapatpetunjuk, dan jika mereka berpaling,maka kewajiban kamu hanyalahmenyampaikan ayat-ayat Allah. DanAllah maha melihat akan hamba-hambanya.Islam bermakna ketundukan danpenyerahan diri seorang hamba kepadaTuhannya. Artinya, manusia dalam berhadapandengan Tuhannya (Allah) haruslah merasakerdil, bersikap mengakui kelemahan danmembenarkan kekuasaan Allah. Istilah syari’atdalam hukum Islam harus dipahami sebagaiintisari dari ajaran Islam itu sendiri. Secaraetimologis (bahasa), dkemukakan oleh Hasbi as-Shiddieqy adalah “Jalan tempat keluarnyasumber mata air atau jalan yang dilalui airterjun” (Rohidin 2016, 5), kemudiandiasosiaskan oleh orang-orang arab sebagai

الْمُسْتقَِیْمَةُ الَطَّرِیْقةَُ  yaitu sebuah jalan yang lurus(Rohidin 2016, 5) yang harus diikuti oleh setiapumat muslim. Secara terminologis (istilah),diartkan sebagai tata aturan atau hukum-hukumyang disyariatkan oleh Allah kepada hamba-Nyauntuk diikuti. Diperjelas oleh pendapat Manna’al Qhaththan, bahwa syariat berarti “segalaketentuan Allah yang dsyariatkan bagi hamba-
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hamba-Nya, baik menyangkut akidah, ibadah,akhlak maupun muamalah (Rohidin 2016, 5).Norma hukum dasar dalam al Quran masihsangat umum, sehingga perkembangannyadiperinci oleh hadis Rasul dan pemikiran paraulama. Norma hukum dasar yang bersifat umumtersebut digolongkan menjadi beberapa kaidahyang lebih konkret agar bisa di praktekkandalam kehidupan sehari-hari. Untuk dapatmempraktekkan kaidah-kaidah tersebutdiperlukan disiplin ilmu untuk memahaminyaterlebih dahulu. Salah satu diantaranya adalah
ilm al-fiqh, dalam bahasa Indonesiaditerjemahkan menjadi Ilmu Hukum (fiqih)Islam.Secara etimologis, fiqh berasal dari katafiqhan yang merupakan masdar dari kata faqiha-yafqahu artinya paham. Selain itu, fiqh jugadiartikan paham yang mendalam melalui prosespemikiran yang sungguh-sungguh. Kedua artifiqh itu dipakai para ulama. Semua kata faqahadalam al-Qur’an memiliki arti paham, misalnyadalam al-Qur’an surat al-Tawbah ayat 122:

          
         

       
Artinya: Dan tidak sepatutnya orang-orangmukmin itu semuanya pergi (ke medanperang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara merekabeberapa orang untuk memahamipengetahuan mereka tentang agama danuntuk memberi peringatan kepadakaumnya apabila mereka telah kembali,supaya mereka itu dapat menjagadirinya.Secara terminologis, fiqh didefinisikan:

َ مِنْ الْمُكْتسََبُ الْعمََلِیَّةِ الشَّرْعِیَّةِ باِلأحَْكَامِ الْعِلْمُ ھُوَ الَْفِقْھُ  أدَِلَّتھِا
الْمُصْتفَاَالْعمََلِیَّةِ عِیَّةِ الشَّرْ الأْحَْكَامِ مَجْمُوْعَةُ ھُوَ أوَْ التَّفْصِیْلِیَّةِ 

Fiqh ialah mengetahui hukum-hukum syara‘yangالتَّفْصِیْلِیَّةِ أدَِلَّتھَِامِنْ دةَِ  berkaitan dengan perbuatan melalui dalil-dalil yang terperinci. Atau fiqh adalah himpunanhukum-hukum syara‘ yang bersifat praktis yang

diambil dari dalil-dalil yang terperinci (Sahid2015, 1-2). Secara ringkas fqih adalah dugaankuat yang dicapai seorang mujtahid dalamusahanya menemukan hukum Tuhan (Djamil1997, 7-9). Fiqih memiliki keterkaitan denganhukum syara’ yang bersifat praktis yangbersumberkan pada dalil-dalil yang terperinci.Hukum-hukum syara’ tersebutlah yang dinamaidengan fiqih, baik dihasilkan dengan jalan ijtihadmaupun tanpa ijthad.Kajian hukum Islam mengenai adat initerdapat pada metode istinbath hukum yaitu ‘urf,
محكمةالعادة (adat itu bisa ditetapkan sebagaihukum). Kebiasaan yang diketahui secara umumbisa mengikat atau menjadi hukum adatharuslah memenuhi beberapa syarat:1. Dapat diterima dengan kemantapan jiwaoleh masyarakat, didukung pertimbanganakal yang sehat dan sejalan dengan tuntutanwatak manusia.2. Benar-benar menjadi kemantapan umumdalam masyarakat dan dijalankan terusmenerus.3. Tidak bertentangan dengan nash al Quranatau sunnah Rasul (Basyir 1983, 7).Kaidah ini berdasarkan pada hadits dari IbnMas’ud yang diriwayatkan oleh Ahmad:

Apa yang dipandang baik oleh kaummuslimin, maka baik pula pada sisiAllah”Sanksi adat“حَسَنٌ اللھِّ عِنْدَ فھَُوَ حَسَناًالْمُسْلِمُوْنَ مَارَآهُ  ditinggian janjang merupakanbentuk sanksi administratif adat terhadappemimpin kaum yang melibatkan seluruhkaumnya ditinggaan sapanjang adat. Ditinggian
sapanjang adat sebenarnya lebih mirip kepadapengucilan atau pengasingan suatu kelompok.Dalam al-Qur’an dijelaskan bahwa tidak adaperintah untuk berpecah belah danberkelompok-kelompok. Dalam al-Qur’an suratal-An’am (6): 159 Allah menjelaskan:

إنَِّ  لَّذِینَ ٱ قوُاْ  فَرَّ دِینھَُمۡ  وَكَانوُاْ  اشِیعَٗ  تَ لَّسۡ  ھُمۡ مِنۡ  فيِ ءٍۚ شَيۡ  نَّمَآ إِ  رُھُمۡ أمَۡ 
إِلىَ للَّھِ ٱ ثمَُّ  ینَُبِّئھُُم بمَِا كَانوُاْ  Artinya: sesungguhnya orang-orang yangmemecah belah agama-Nya dan merekayang menjadi bergolong-golong, tidakada sedikitpun tanggung jawabmukepada mereka. Sesungguhmya urusanعَلوُنَ یفَۡ 
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mereka hanyalah terserah kepadaAllah. Kemudian Allah akanmemberitahukan kepada mereka apayang telah mereka perbuat.Namun, dalam penetapan hukum,pengasingan dilakukan dalam hukum pidanaislam. Dasarnya adalah hadis Ubadah ibn Shamityang berbunyi: jejaka dengan gadis hukumanyya deraseratus kali dan pengasingan selama satutahun....”Menurut Imam Abu Hanifah dan kawan-kawannya, hukuman pengasingan itu bukanmerupakan hukuman had, melainkan hukuman.....“.....سَنَةٍ ......
ta’zir. Sedangkan jumhur ulama yang terdiri atasImam Malik, Syafi’i dan Ahmad berpendapatbahwa hukuman pengasingan harusdilaksanakan bersama-sama dengan hukumandera seratus kali. Dengan demikian menurutjumhur, hukuman pengasingan ini termasukkedalam had dan bukan hukuman ta’zir (Muslich2004, 30-31).Dalam pelaksanaannya, sanksi adat
ditinggian janjang berlaku sebagai sanksiadministratif adat dan bukan sebagai sanksipribadi. Jika sanksi tersebut dijatuhkan kepadaseseorang tanpa adanya pemberitahuan danperingatan kemudian keluarga dan semuaketurunannya juga menerima sanksi tersebut,maka ini adalah ‘urf yang fasid, karena seseorangtidak menanggung dosa orang lain. Sebagaimanafirman Allah dalam surat al Fatir ayat 18:

مَلۡ یحُۡ لاَ لِھَاحِمۡ إِلىَٰ قَلَةٌ مُثۡ عُ تدَۡ وَإنِرَىٰۚ أخُۡ رَ وِزۡ وَازِرَةٞ تزَِرُ وَلاَ 

بِ غیَۡ لۡ ٱبِ رَبَّھُمنَ شَوۡ یَخۡ لَّذِینَ ٱتنُذِرُ إنَِّمَابىَٰۗٓ قرُۡ ذاَكَانَ وَلوَۡ ءٞ شَيۡ ھُ مِنۡ 

لَوٰ ٱوَأقَاَمُواْ  مَصِیرُ لۡ ٱللَّھِ ٱوَإِلىَ ۚۦھِ سِ لِنفَۡ یتَزََكَّىٰ فإَنَِّمَاتزََكَّىٰ وَمَنةَۚ لصَّ

Artinya: Dan orang yang berdosa tidak akanmemikul dosa orang lain. Dan jikaseseorang yang berat dosanyamemanggil (orang lain) untuk memikuldosanya itu tiadalah akan dipikulnyauntuknya sedikitpun meskipun (yangdipanggilnya itu) kaum kerabatnya.Sesungguhnya yang dapat kamu beriperingatan hanya orang-orang yang

takut kepada azab Tuhannya(sekalipun) mereka tidak melihat-Nyadan mereka mendirikan sembahyang.Dan barang siapa yang mensucikandirinya sesungguhnya ia mensucikandiri untuk kebaikan dirinya sendiri. Dankepada Allahlah kembali(mu).Namun sanksi adat ditinggian janjang inidijatuhkan akibat pangulu suku tidak mengakuiadanya kesalahan yang dibuat oleh kaumnya,sehingga penghulu tersebut nampak seolah-olahmelindungi perbuatan kaumnya yang salah dantidak mengakui kesalahannya. Karena itu sanksiadat ini ada sebagai bentuk sanksi administratifadat dan sebagai bentuk pembelajaran bagikaum lain agar bisa membedakan mana yang hakdan yang batil. Berdasarkan hal ini, penulismenyimpulkan bahwa sanksi adat ditinggian
janjang ini termasuk ke dalam ‘urf shahih, dantidak berbenturan dengan syara’.

Berdasarkan uraian di atas, dapatdisimpulkan bahwa sanksi adat ditinggian
janjang ini berlaku bagi setiap individu dan sukuyang berdomisili di Minangkabau. Tidakmemandang jabatan apapun, baik petani,pedagang, ulama, bahkan niniak mamaksekalipun. Jika melakukan pelanggaran makaakan dikenakan sanksi adat tersebut. Penyebabsanksi ini ditetapkan karena adanya pelanggaranterhadap aturan adat yang terdapat dalam
undang undang nan duo puluah, jika orang yangterlibat tidak menerima penyelesaian danputusan dari pihak kerapatan adat nagari, makaakan dikenakan sanksi adat ditinggian janjang.Hirarki dalam sistem adat di Minangkabauadalah kamanakan barajo ka mamak, mamak
barajo ka pangulu, pangulu barajo ka mufakat,
mufakat barajo ka nan bana, nan bana hanyolah
satu. Di Minangkabau adat dan syarak tidakbertikai tapi sejalan syarak mangato adat nan
mamakai, maka adat basandi syarak syarak
basandi kitabullah harus menjadi ukuran diMinangkabau.  Aturan adat dalam suatu nagariberbeda dengan aturan adat nagari lain, sesuaidengan istilah adat salingka nagari. Meskipunaturan tiap nagari berbeda, sumberacuan hukum
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adat di Minangkabau tetap bersumber pada
undang undang nan duo puluah.Dalam ‘urf sanksi adat ditinggian janjangtermasuk ke dalam ‘urf shahih. Yaitu kebiasaanyang ada dalam masyarakat Minangkabau, yangmana kebiasaan itu tidak berbenturan dengansyara’. Hal ini karena sanksi adat ini merupakansanksi administratif adat terhadap suatu kaumkarena sifat pemimpin yang bana ndak amuah
sampai, paham ndak amuah saukua, utang ndak
amuah mambayia, piutang ndak amuah
manarimo, balari ndak ragu dikaja. Akibat darisikap pangulu yang seperti ini, KANmenjatuhkan sanksi kepada kaum tersebutsebagai bentuk pembelajaran agar dalam adatitu manuruik alua jo patuik.
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